QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Dacrah. Pajak Pencrangan Jalan merupakan jenis
Pajak Dacrah yang pungulannya menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten / Kota;
b. bahwa schubungan dengan hal tersebut diatas untuk kelancaran
penyclenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan
pembiayaan, perlu menctapkan  Pajak Pencrangan Jalan sebagai

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah:

¢. bahwa untuk maksud terscbut perlu ditetapkan dalan suatu Qanun.

Mengingat . Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak  (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684),

o

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah  (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negera Nomor 3686);-

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan
Lembaran Negera Nomor 3839),

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848),
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6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3893);

7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897):

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

L

10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 34);

I'l. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah (Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomor 4 I, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 41 38);

14. Kenntnsan M
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I4.Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang  Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

[5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

17.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50

Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Dacrah Kabupaten/Kota;

[8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 lentang

Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum
Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

Dengan Persctujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN  BIREUEN
PENERANGAN JALAN.

TENTANG  PAJAK

BAB ... /I}/
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

I Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

o

Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah beserta Perangkat Daerah

Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

4. Pcjabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Perusahaan listrik Negara yang sclanjutnya disingkat PLN adalah
Perusahaan Listrik Negara (Persero),

7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan
Dacrah atas penggunaan tenaga listrik;

8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
udalah surat yang di gunakan olch Wajib Pajak untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah:

9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSPD
adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib pajak untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke
tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

10.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD,
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang
terutang;

ll.Suratv Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat
disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan Jumlah yang
masth harus dibayar;

12.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang

selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;

13 Surat A/
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b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh

kedutaan,  konsulat. perwakilan  asing, dan lembaga-lembaga

internasional dengan asas timbal balik sebagimana berlaku untuk pajak
negara;

¢. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi teknis

terkait;

Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 4
(1) Subjek  Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan

hstrik dan pengguna tenaga histrik.
N BAB 111
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK.

Pasal 5
(1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai Jual tenaga listrik.
(2)Nilai jual tenaga listrik sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan :

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan
pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya
penggunaan listrik/rekening listrik;

b. Dalam hai tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak
dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan
kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik

serta harga satuan listrik yang berlaku di Wilayah Daerah;

(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b
ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman harga satuan listrik yang
berlaku untuk PLN.

Pasal ... /A/
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Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut

a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri

st )
_ . oo a gy AN oy i Thwa 2008 )
sebesar 5 % (lima persen); vace oo 0 s (0

b. Pengunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar

4 % (empat Persen); vz i o 74 (hawun Wapmgr \ ba J
¢. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk
industri sebesar 5 % (lima persen),

d. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk Industri

dan Pertambangan sebesar 4 % (empat persen);

BAB 1V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7
(1) Pajak yang terutang dipungut dj Wilayah Daerah.

(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

BABYV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya | (satu) bulan takwin,

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik

Pasal 10
(1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib
mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap.

s /7
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(3) Untuk pelanggan listrik PLN, Daflar Rekening Listrik yang diterbitkan
oleh PLN merupakan SPTPD.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada
Bupati sclambal-lzunbulnya I5 (lima belas) hari sctelah berakhirnya

masa Pajak.
(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD scbagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1),

Bupati menctapkan pajak terutang dengar menerbitkan SKPD.

(2) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, rekening listrik
dipersamakan dengan SKPD.

(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang
dibayar setelah lewal waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2
% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTD.

Pasal 12

(l)Wajig pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud

pada Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan

dan menetapkan pajak sendiri yang terutang,
(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Bupati dapat menerbitkan :
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
b. Surat Ketetapan Pajak  Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT);
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

(3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Apabila ... /‘/
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2 Apabila derdasarkan hawl pemenksasn atau keterangan lain pajak
YR hrutang ndak atee kurang dibavar, dikenakan  sanksi
Admmsran berupa dunga sehesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung
dan pasak Wang Lurang amu terfambat dibavar untuk jangka waktu

T M 4 (dua puluh cmpat) buian dihitung sejak saat

2 Apabila SPTPD ugak disampaikan dalam  jangka waktu yang
Senwian dan elsh ciegur secara tertulls, dikenakan sanksi
admansires berupa bunga sobesar 2 %% (dua persen) sebulan dihitung
dan pexak Yang Kureng amw rerdambar dib avar untuk jangka wakm

) i 3 Tl \ 3 ~ Ahs 1ak
AR ama M (dua rolth empar) bulan dihitune sejak  saat
namg Sw :

-
=

o T, R
XY SRS pEass

(4]

Apadila Lewariban mengit SPTPD ndak dipenuhi, pajak yang

I Maone o
KW

TSRS crvung socana jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi
deruna kenaikan sohesar 05 9, (du2 puluh lima persen) dani pokok
parak ditambeh sanks: administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) sehulan diutung dan payak yang kurang atau terlambat
Sidavar untuk jangks wakw palmg lama 24 (dua puluh empat) bulan
dehiung sejak saat ¢ rutangmyva pajak.

< s

(+) Surat Ketetapan Pajek Daersh Xurang Bavar Tambehan SKPDKBT)
shegaman: dimaksud pada aat (1) huref b diterbitkan apabila
diemuken dats bary atsu dare yang semula belum terungkap yang
memvebablan penambaehan jumish pajak vang terutang akan dikenzkan
Senis admumistras: berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dan
Jumish kekurangan pajak tersebut

(3) Surat  Ketetapan Park Dacrah Nihil (SKPDN) sehagaimana dimaksud
Paca yat (2) huruf ¢ diterbitkan anabila jumiah pajak yang terutang
sam2 besamia dengan jumlah kredit Pjak atau pajak tidak teruiang dan

(©) Apabila  kewapihan membayar parak rutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT sehagaimana dimaksud dalar 22t (2) hurut 2 dan b udak
My bdak  sepenuhnyz dibaver dalam Rngka wakt yang telah
ditentukan ditagth dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi
ldmmmutuumbmgal’%(dmm)wblm. A/

MbDaa 1 2
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(7) Penambahan Jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) tdak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri

sebelum dilakukan tindaken pemeriksaan,

-

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Dacrah atau tempat lain yang
ditunjuk olch Bupati sesuai waktu yang ditentukan  dalam SPTPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus di sctor ke Kas Dacrah sclambat-lambatnya | x
24 jam atau dalam wak{y yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajak schagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan dengan menggunakan SSPD

———

Pasal 14
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati dapat memberikan persctujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pajak lerulang dalam  kurun  waktu tertentu, setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan,

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum

atau kurang dibayar,

(4)Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan bunga 2 % (dua persen)

s bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupaii.

Pasal ... ... /}/
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Pasal 15 !

(1) Setiap pembayar pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diberikan
tanda bukti pembayarun dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi. ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sehagal
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) han
sejak saat jatuh tempo pembayaran

(2) Dalam jangka waktu 7 (wjuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atsu
Surat Peringatan atau surat kin vang sejenis, Wajib Pajak harus
melunasi pajak yang terutang.

(3)Surat Teguran. Surat Peringalan atau surat lam yang sejenis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjuk.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masth harus dibeyar odak dilunasi dalsm
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atan Surat
Peringatan atau surat lam yang sejemis, jumlsh pajek harus dibayar
ditagih dengan Surat Paksa

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelsh lewat 21 (dua pulvh
satu) han sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atsu surat
lam yang sejenis

Pasal 18
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jengka waktu 2 x 24
jam sesudah tanggal pembenitzhuan Surat Paksa Pejbat segen
menerbitkan Surat Penntzh Melaksanakan Penyitaan

A/"
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Pasal 19

Setelah dilakukan Penvitaan dan Wapb Pajak belum juga melunasi utang
PaRkava, setehah lewat |0 (scepuluh) han sejak tanggal pelaksanaan Surat
Penntah  Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan

Penetapan anggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, Jury Sitg memberitahukan dengan segera secara tertulis
kepada Wajib Pajak.

Pasal 21
Bentuk, jemis dan 1St formulir vang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagthan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN
° DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22
(1) Bupat: berdasarkan  permohonan Wapb Pajak dapat memberikan
pengurangan, Keninganan dan pembebasan pajak.
() Tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan pajak
schagaimana dimaksud dalam avat (1), ditetapkan oleh Bupati,
BAB X

TATA CARA PEMBETULAN. PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASL

Pasal 23
(1) Bupeti karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak dapat
2 Membetulkan SKPD anau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD
¥ang Calam penerbitanmya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan atau kekeliruan daiam penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan Dacrah;
b !\ldntumlhnamunmgmr@kan ketetapan pajak yang tidak benar;

¢. Mengurangi V
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¢ Mengurangkan gy menghupuskan  sKs admmsTEs henape
M\MMKWMSWM“'“W
tersebut dikenakan karena kekhutatin Woassh Pagak sty bukam karems
kesalahxm_\'a.

(2) Permohonan rembetulan, pembatlin, pemguramger kesctpen dam
Penghapusan  atay Pengurangan  samkw admmssoes ames SKPD,
SKPDKB. SKPDXBT dan $TPD sehagaeman dematsud dalsm ayat (1)
harus disampaikan secary rertulis oleh Wad Pak kepads Bupen. s
Potabat vang ditunuk sohumbarlambamya 30 (g peluh) Bar sojek
anggal diteruma SKPD. SKPDKB. SKPDRBT da STPD dengmn
membenikan alasan vang jokas

(3) Bupati atau Pejabat yang drtumpuk paling ks 3 (ga) bulan seyak sarat
permohonan sebagaimana dunaksud dakam aat Q) dwermma, sadsh
harus memberikan Keputusan

() Apabila setelah lewat wakte 3 (tge) beln schassmume Simeksad
dalam avat (3) Bupat aie Pombat yang dtumpek Dk membenisn
keputusan, permohoman pemberubin,  pombuniie  pomEwERgER
Ketetapan dan penghapusan st penguringes ks admmiswesi
dianggap dikabulkan

BAB I
REBERATAN DAN BANDING

- Pasal 24

(1) Wapb Pajak dapat mengaukan kederatam hamva Cepad: Bupen s
Pejabat yang ditunjuk atas suatu -

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDYL

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar (SKPDKBY

¢. Surat Ketetapan Papk Duerah Kureng Bavar  Tambahsm
(SKPDKBT).

d. Surat Ketetapan Pagk Ducrah Lobih Bavar (SKPDUBY

¢. Surat Ketetapan Papk duerah Nl (SKPDN)

() Permobomsn .0
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() Permohonn Keberatan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
disampaikan Seeara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal — SKpD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan
SKPDN diterimg oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat
nunjukkan balwg Jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan dj gy kckuusuunnyu.

me

(3) Bupati atay p,
bel

cjabat yang ditunjuk  dalam waktu paling lama 12 (dua
as) bulan sejuk tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila  setelyn lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5)l'cngujuun Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian

P Sengketa Pajak  dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya

keputusan keberatan,
(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
menunda kewajiban membayar pajak.
Pasal 26
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 atau

banding sebagimana dimaksud pada Pasal 25 dikabulkan scbagian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan,

BAB XII

PENGEMBA LIAN KELEBIHAN PEM BAYARAN PAJAK

Pasal 27

L

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajuk  kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara

tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
a.Nama... . 707"
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4. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
b. Masa Pajak;
¢. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. Alasan yang jelas.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak  diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

harus memberikan keputusan,

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah
dilampaui  Bupati atay Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian keicbihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga scbesar 2 % (dua

persen) scbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4), pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan Jjuga

berlaku sebagai bukti pembayaran.
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BAB XIII
KEDALUWARSA

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa sctelah melampaui
Jangka wakty § (hma) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,
keeuali apabila Wajil Pajak melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan dacrah,

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1
tertangguh apabila -
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau |
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun
liéuk langsung,

BAB X1V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar schingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan
atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang,

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan
keterangan yang tidak benar schingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
atau denda paling banyak 4 (empat) kali Jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 30 tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak

atau berakhirnya Masa Pajak.
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CENYIDIKAN

Pasal 32

1) Pejabat Peoawi N . .

(1) Pejabat Pegawai Negert Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
dibert wewenang khusus schagai penvidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang pemajakan dacrah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah -

2. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti Keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribust
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan

Jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d Memeriksa buku-buku. catatan-catatan dan dokumen-dokumen lam

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribust dacrah;

e. Melakukan pengeledahan untuk  mendapatkan  bahan  buku
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan

penyitaan terhadap barang buku tersebut;

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi dacrah:

g Menyuruh ... L.
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N angan atau
& Menyuruh berhenti, melarang scscorang meninggalkan ruanga
. , meriksa
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan me
>
ident ehavaimana dimaksud
identitas orang atau dokumen yang dibawa schagaimana di

pada huruf ¢;

y aab midana retribus
h. Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana re

daerah:

i - : annya dan diperiksa
1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipe

sebagai tersangka atau saksi:
J. Menghentikan penyidikan;

ar: idikan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidika
. . . t

tindak pidana dibidang retribusi dacrah menurut hukum yang dapa

dipertanggung jawabkan,

(3) Penyidik  scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 34

Pada saat mylg;
muls ~l. ..
ulai berlaky Qanun ini, maka semua peraturan yang

bert ¢ , .
erientangan dengan Qanun inj dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 35

Qan*in ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun

ini deng > Al e )
ngan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

o

Disahkan di Bircuen

Wl&g‘ll 30 November 2002 M
/ U p=

SPRN 2‘5 Ramadhan 1423 H

T BIREUEN,

\g mzs MUSTAFA'A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 Desember 2002 M
L~ w27 Ramadhan 1423 H

EKRL I‘ARI' J)AERAH KABUPATEN,

t.'

DRS IIASXN/BASRI DJALIL
\ov ‘lj.mpum Utama Muda
S P NGT010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 37
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LAy

PENJELASAN
ATAS

QANUN
. KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor :;4 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah
yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah diberikan
kewenangan dar kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli
Daerah.

to

Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta
terlaksananya penerangan jalan yang dilalui oleh umum sesuai dengan

pemanfaatanya, dipandang perlu menetapkan Pajak Penerangan Jalan.

3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Pajak

Penerangan Jalan, perlu diatur dalam suatu Qanun.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. /%/7
Pﬂgﬂl,,,,,.... ...:.......-.. ol
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Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12 -
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal IS

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

(§]

Pasal ... /\/
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Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
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